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BUPATITORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor I Tahun 20'14 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun '1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4400);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara P.epublik lndonesia Tahun 2005

Nomor'131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4570);
'17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor '138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577)

20. Peraturan Pemerintah Nomor' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 lJomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4585);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerlntahan Yang Meniadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Lltara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20'10 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabtrpaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1);
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Menetapkan

30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 't Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 20'14 tentang Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1),

32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 9 );

33 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2010/VTahun 2014 tentang hasil Evaluasi Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 semula berjumlah Rp.694.263.575.775,- bertambah sejumlah

Rp 29.673.558.590,- sehingga meniadi Rp.723.937.'134.365,- dengan rincian sebagai berikut :

l Pendapatan

a Semula

b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 694.263.575.775,-
Rp. 29.673.558.590,-

Rp 723,937.134.365
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2. Belanja :

a. Semula

b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan

SURPLUS/DEFISIT

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

b. Pengeluaraan
'1) Semuia

2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubaharr

Rp.

Rp.

3.000.000.000,-
25.598.615.120,-

Rp. 1 500 000.000,-
Rp 2.638.771.888,-

Rp. 748.396.977.597.-

Rp. 124.459.843.232,-l

Rp 28.598.615.120,-

Rp 4 138.771.888,-

Rp.24.459.843.232,-
Rp. o

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
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Rp. 695 763.575.775,-
Ro. 52.633.40'1 .822,-



Pasal 2 )

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian (rincian) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran
Peraturan Bupati ini

- Pasal 3
'Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Diteta kan di Rantepao,
pada nggal 22 Oktober 2014

,[rauea RAJA UTAR

SORRINGFREDE

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 23 Oktober2014

SE IS DAERAH
KAB NTO UTARA,

L
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